KEPALA DINAS

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

NOMOR .503%/20/.0pm-pTSP ./ 2094.

TENTANG

SOP PELAYANAN OSS (Online Single Submission)
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2021

il

bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan
publik secara berkelanjutan, khususnya perizinann online
melalui Online Single Submission (OSS) maka dipandang
perlu untuk melaksanakan Standart Operasional Prosedur
(SOP) yang sudah di susun;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, dianggap perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
tentang SOP Pelayanan OSS sebagaimana yang dimaksud di
atas.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang
Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
18), Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4180);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan
Publik (LembaranNegara RI Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);

UU Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta kerja;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

10.

11

PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Resiko;

PP Nomor 6 tahun 2021 Tentang Perizianan Berusaha di
Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey
Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan
Publik;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Standar Layanan Informasi Publik;

Peraturan Derah Nomor 40 tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Timur;

MEMUTUSKAN :

Memberlakukan SOP Pelayanan OSS Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito
Timur Tahun 2021.

SOP harus dijadikan pedoman dalam tugas dan fungsi aparat
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Timur;

Tim Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Timur
Tahun 2021 bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Timur;



KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal -
ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah
dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian han
ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal.. 2@ Januari... 2021

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL
DAN PELAYA TERPADU SATU PINTU
KABUP N BARITO TﬂgJR
Vg

BERSON, SP, MM
PEMBINA (IV/A)
NIP. 19650701 199903 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL dan PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PELAYANAN PERIZINAN




Nomor SOP 503/ 66 /0 —p1R /1 /9034

Tanggal

DINAS PENANAMAN MODAL dan PELAYANAN Pembuatan #9 Jonuari 3094

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif (29 Januan 8024

TERPADU SATU PINTU Ditetapkan Oleh | Kepala Dinas DPMPTSP

Nama SOP : PELAYANAN PERIZINAN

DasarHukum: KualifikasiPelaksana:

1. UU Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta kerja. 1. Kepala Dinas : pendidikan mininal S1

2. PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis 2. Kepala Bidang : Pendidikan Minimal S1
Resiko. 3. Kepala Seksi :pendidikan minimal S1

3. PP Nomor 6 tahun 2021 Tentang Perizianan Berusaha di Daerah. 4. Front Ofice:pendidikan minimal SLTA

4. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelimpahan 5. Memahami pedoman tata naskah dinas/ kearsipan
Kewenangan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman | 6. Memahami teknik pelayanan
Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur

Tahun 2018 Nomor 12).
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Pelayanan Instansi lain 1. Buku agenda Permohonan Perizinan;
2. Komputer/PC;
3. ATK;
4. Stempel.

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

1. Jika pelayanan administrasi Penerimaan berkas permohonan perizinan tidak | Pelayanan administrasi Pelayanan permohonan perizinan yang tertib
dilakukan dengan tertib menyebabkan informasi tidak tersampaikan dan tidak | dan teradministrasi dengan baik adalah salah satu pendukung bagi
dapat ditindaklanjuti tepat waktu kelancaran tugas aparatur sesuai dengan tupoksinya

2. Jika berkas permohonan perizinantidak teradministrasi dengan baik akan
mempersulit dalam pencarian surat masuk yang hilang atau dalam pencarian
disposisi surat yang terdistribusikan kebidang.




DINAS PENANAMAN MODAL DAN Nomor e e/ bpm -pisp /3 o
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO TIMUR Tanggal : 99 Jwyaer 2021

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ¥
(SOP) PELAYANAN 0SS (Online Single | Revisi
Submission)

KATA PENGANTAR

Puji syukur, senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas
limpahan Rahmat, dan Karunia-Nya, Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) telah selesai
menyusun SOP Pelayanan OSS Tahun 2021, dengan tidak menutup kemungkinan masih adanya
beberapa revisi penyempurnaan sesuai dengan perkembangan masyarakat maupun perkembangan
regulasi.

Kami menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada segenap anggota tim,
maupun pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan SOP ini, semoga tetap kompak dan
tulus ikhlas apabila nantinya diperlukan tenaga dan fikirannya untuk penyempurnaan yang akan
datang.

Dengan telah ditetapkannya Standar Operasional Prosedur ini diharapkan akan menjadi
acuan oleh staf pelaksana dan pejabat untuk memberikan pelayanan permohonan Izin Usaha oleh
masyarakat sehingga dapat tercapainya transparansi, akuntabilitas, dan sinkronisasi serta dapat
memberikan kemajuan bagi unit kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Timur.

Besar harapan kami dengan telah ditetapkannya SOP ini dapat mendukung, mendorong dan
dapat meningkatkan pelayanan perizinan / pelayanan publik, sehingga di masa-masa yang akan
datang dapat lebih profesional, efektif dan efisien.

Akhirnya guna menyempurnakan segala kekurangan, kami mengharapkan dan menerima
kritik, saran serta masukan yang membangun, sehingga tujuan pelayanan publik prima dapat kita
wujudkan bersama.

Tamiang Layang, ,-g Taeva £y 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
EN BARITO TIMUR,

s

BERSON, SP, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19650701 199903 1 003



DINAS PENANAMAN MODAL DAN Nomor  : g3/ /PP"'W? |1 J2ei

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO TIMUR Tanggal : 29 pwvear 2022

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR i
(SOP) PELAYANAN 0SS (Online Single | Revisi
Submission)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
LEMBAR PENGESAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB | PENDAHULUAN

Latar Belakang
Ruang Lingkup

Visi

Misi

Motto dan Komitmen
Tujuan

Manfaat
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BAB Il PELAYANAN IZIN USAHA PERUBAHAN

Dasar Hukum

Jangka Waktu Pelayanan
Biaya / Retribusi

Tinjau Lokasi

o0 w®»

BAB Il LOKET DAN PROSEDUR PELAYANAN

A. Loket Pelayanan

Prosedur Pelayanan

Makna dan Simbol SOP

Lampiran — Lampiran

Lampiran | SOP Izin Usaha Perubahan

Lampiran Il Blangko Permohonan Izin

Lampiran |l Tanda Terima Permohonan lzin
Lampiran IV Blangko Izin Prinsip Perluasan PMDN
LampiranV Tanda Bukti Penyerahan Izin

0 ny.

BAB IV PENUTUP



DINAS PENANAMAN MODAL DAN Nomor :93/s/ Opm-pep 4 | 202
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO TIMUR Tanggal : 29 Awvers 2021

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR : -
(SOP) PELAYANAN OSS (Online Single Revisi
Submission) PERIZINAN

BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Di dalam organisasi publik / Pemerintah visi utama yang diemban adalah tercapainya
kesejahteraan masyarakat melalui pemberian pelayanan yang prima kepada masyarakat sebagai
pemangku kepentingan, baik pelayanan yang diberikan secara langsung maupun pelayanan yang
dinikmati masyarakat secara tidak langsung. Namun demikian citra pelayanan publik dinilai masih

belum memenuhi kebutuhan masyarakat serta pelayanan masih belum memberikan kepuasan.

Kondisi demikian tidak dapat dibiarkan terus berlangsung, oleh karena itu upaya
Pemerintah untuk mereformasi sistem penyelenggaraan Pemerintah terus dilakukan melalui

berbagai macam kebijakan yang mendorong kearah perbaikan.

Pemerintah telah mencanangkan penerapan prinsip-prinsip tata penyelenggaraan
pemerintah yang baik (goodgovernance) sejak tahun 1998. Salah satu prinsip tersebut adalah
penerapan transparansi dan akuntabilitas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Perwujudan
dari transparansi dan akuntabilitas dimaksud antara lain adalah penyusunan standar bagi setiap
jenis pelayanan publik. Proses penyusunan pelayanan standar agar lebih mudah haruslah
diketahui secara pasti prosedur itu dari setiap jenis pelayanan publik. Melalui prosedur yang jelas
akan lebih mudah diketahui berapa biaya yang diperlukan, berapa lama waktu yang dibutuhkan,
siapa saja yang terlibat, peralatan apa saja yang diperlukan, dan persyaratan apa saja yang harus

dipenuhi oleh pengguna jasa pelayanan.

Prosedur tersebut harus distandarkan agar pelayanan yang dihasilkan sesuai dengan yang
harapkan. Pembakuan prosedur dimaksud lebih dikenal dengan Standar Operasional Prosedur
(SOP) yang secara sederhana dapat diartikan sebagai pedoman atau petunjuk prosedural bagi
seluruh individu yang ada dalam unit pelayanan dalam proses pemberian pelayanan kepada
masyarakat atau pelanggan yang ditetapkan secara tertulis. Dengan demikian SOP akan
bermanfaat sebagai pedoman bagi setiap pegawai atau pejabat dalam memberikan pelayanan
rutin, membantu penelusuran terhadap kesalahankesalahan prosedur dalam memberikan

pelayanan, menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai macam situasi, membantu



memberikan informasi yang diperlukan, sekaligus dapat memberikan informasi bagi kinerja

pelayanan dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 23 Tahun 2016 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur; dan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor
: 40 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Timur tugas dan
fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Timur,

adalah sebagai berikut :

1. Perumusan dan penetapan, pembinaan dan pengawasan terhadap kebijakan teknis bidang
perizinan dan perencanaan pengembangan penanaman modal;

2. Pengkoordinasian, perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman
modal dan perizinan;

3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

B. Adapun susunan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Timur adalah sebagai berikut :

I

Kepala Dinas;

o

Sekretariat, terdiri dari :
a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Perizinan
a. Kepala Seksi Pelayanan dan Informasi
b. Kepala Seksi Pemeriksaan dan Pelaporan
4. Bidang Penanaman Modal
a. Kepala Seksi Pengembangan Investasi dan Dunia Usaha
b. Kepala Seksi Promosi dan Kemitraan Usaha
5. Bidang Pengawasan penanaman modal
a. Seksi pengawasan pengendalian dan pelaporan.
b. Seksi pembinaan dan penanganan pengaduan pelayanan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

g

Tim Teknis

Guna melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas perlu diciptakan sebuah
sistem yang memungkinkan dan dapat menjadi jembatan dalam mensinergikan tugas dan fungsi
pokok serta kewenangan yang dijalankan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Timur.



Selanjutnya untuk menciptakan tertib administrasi dan meningkatkan kinerja dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka diperlukan sebuah pedoman kerja yang dapat
dijadikan acuan bagi semua jajaran staf dan pejabat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Timur.

Sebagaimana keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/21/M.PAN/11/2008 tentang pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP),
secara eksplisit dinyatakan bahwa SOP adalah pedoman yang menunjukkan apa yang harus
dilakukan, kapan hal tersebut harus dilakukan, dan siapa yang melakukan, sehingga dalam
pelaksanaan tugas tidak ada keterlambatan, tidak ada saling menunggu, tidak ada tumpang

tindih, tidak ada saling serobot, dan sebagainya.

Diharapkan dengan adanya SOP ini akan tercipta standarisasi dan sinkronisasi dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari segenap jajaran staf dan pejabat di lingkungan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Timur di dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat.

C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini adalah pelayanan
perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito
Timur.

D. Visi

Visi merupakan arah pandangan ke depan ke arah kemana Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Barito Timur harus dibawa dan diarahkan sesuai dengan tuntutan
masyarakat dan tujuan otonomi daerah yaitu harus melayani masyarakat secara maksimal,

efektif, berdaya guna, transparan dan akuntabel.

Visi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Barito Timur adalah “
TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN YANG PASTI, MUDAH DAN CEPAT
UNTUK MEMACU EKONOMI KERAKYATAN KABUPATEN BARITO TIMUR ”

E. Misi

Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas;

Memberikan izin kepada masyarakat menuju ekonomi kerakyatan yang sejahtera;
Mewujudkan pelayanan perizinan secara mudah cepat dan tepat waktu;
Melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi informasi;

Mengupayakan kerja sama antara Pemerintah dengan masyarakat di bidang perizinan;

o AR L Gl U

Meningkatkan pelayanan dibidang perizinan kepada masyarakat secara profesional dan

transparan;



" n

Dengan mengedepankan dan memegang teguh prinsip-prinsip “ visi dan misi
tersebut diatas serta Keputusan MENPAN Nomor : 81 tahun 1993, dapat disampaikan hal-hal

sebagai berikut :
1. Pelayanan Perizinan Terpadu, yaitu :

Pelayanan Perizinan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Barito Timur, mulai dari Penerimaan Permohonan, Pemprosesan,
Penandatangan Keputusan Perizinan dan Pembayaran Retribusi Perizinan dilaksanakan oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Timur. Sehingga
masyarakat yang mengurus atau mengajukan permohonan Perizinan cukup hanya Di Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Timur.

2. Pelayanan Perizinan yang Cepat dan Tepat, yaitu :

a. Cepat dalam waktu penyelesaian izin mulai dari permohonan masuk sampai terbitnya surat
izin terukur dalam Standar Pelayanan Publik (SPP).

b. Cepat dan mudah dalam memperoleh informasi persyaratan, prosedur dan segala hal yang
berhubﬁngan dengan pelayanan perizinan.

c. Tepat dalam pemrosesan pelayanan perizinan baik yang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu maupun yang melibatkan instansi terkait dengan berperan aktif.

3. Pelayanan Perizinan yang berkualitas, yaitu :

a. Produk perizinan yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Timur memiliki kepastian hukum, dan dapat dipertanggungjawabkan
(akuntabel).

b. Perbaikan yang terus menerus dari segi SDM, sistem, sarana dan prasarana, pelayanan dan

data base.
E. Motto dan Komitmen

1. MottoDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Timur”
RAMAH DALAM MELAYANI, PASTI, CEPAT, MUDAH DAN TRANSPARAN “, Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Timur berupaya untuk
mempermudah persyaratan perizinan dan mempercepat proses penyelesaian izin dengan
melakukan inovasi sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan Standar Pelayanan Publik
(SPP) Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Timur.

2. Komitmen / janji Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Barito Timur.



Komitmen

a. Bersedia dan siap memberikan pelayanan terbaik untuk mencapai kepuasan masyarakat agar
mampu mendukung pertumbuhan dan kemajuan perekonomian dan meningkatnya arus
investasi / penanaman modal di Kabupaten Barito Timur.

b. Bersedia dan siap untuk mengikuti perkembangan informasi serta memanfaatkan dan
mengembangkan kompetensi Teknologi Informasi dalam rangka menyongsong globalisasi
pelayanan perizinan.

c. Bersedia dan siap menjalankan amanat dan mekanisme implementasi dan aktualisasi perizinan
terpadu di Kabupaten Barito Timur.

F. Tujuan

Tujuan disusunnya SOP ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dan penyelenggaraan pelayanan perizinan ;
2. Sebagai acuan bagi aparat DPM-PTSP dalam melaksanakan dan mensinergikan tugas dan
fungsi pokok dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan ;
3. Tercapainya sistem yang terindentifikasi, disusun dan dirumuskan berdasarkan proses
perizinan yang prima.
4., Meningkatkan kualitas kinerja dan akuntabilitas.
G. Manfaat
Dengan disusunnya SOP ini diharapkan dapat diambil manfaatnya antara lain :
1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan tugas-tugasnya ;
2. Menghindari ketidakjelasan prosedur pelayanan ;
3. Terjaminnya seluruh prosedur pelayanan melalui prosedur yang benar meliputi alur,
persyaratan, kelengkapan, output, yang dihasilkan dalam waktu yang tepat ;
4. Membantu pegawai agar lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen
sehingga mengefektif dan mengefisiensikan tugas pimpinan dalam proses kerja sehari-hari ;
5. Memudahkan penelusuran berbagai tindak penyimpangan dan ketidaksesuaian dalam
pelaksanaan tugas ;
6. Membantu dan memudahkan pegawai dalam memperbaiki, mengevaluasi, dan meningkatkan
kinerjanya ;
7. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas ;
8. Meningkatkan kualitas pelayanan ;
9. Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan ;
10. Memastikan pelaksanaan tugas dapat berlangsung dalam berbagai situasi ;
11. Memberikan jalan bagi implementasi pemerintahan yang bersih (cleangovernment) yang pada

akhirnya juga akan memberikan jalan bagi terwujudnya goodgovernance pada DPM-PTSP

Kahiinaten Rarita Timiur



DINAS PENANAMAN MODAL DAN Nomor  : $/6¢ /opw ye| 1 | 2021
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO TIMUR Tanggal : 2g jwwaey 2021

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR "
(SOP) PELAYANAN 0SS (Online Single | Revisi
Submission)

BAB Il
PELAYANAN IZIN USAHA PERUBAHAN

A. Dasar Hukum

Dasar hukum Pelayanan Perizinan

1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2009 Nomor 130);

2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;

3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2009 Nomor 130);

6) UU Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta kerja.

7) PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

8) PP Nomor 6 tahun 2021 Tentang Perizianan Berusaha di Daerah.

9) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;

10) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor
705/Mpp/Kep/11/2003 Tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan;

11) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 tentang
Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya;

12) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan
Tertentu;

13) Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pendelegasian kewenangan
pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Barito Timur



B. Jangka Waktu Pelayanan
1. Jangka Waktu Pelayanan untuk pelayanan 0SS (Online Single Submission) adalah 1 (Satu) hari
kerja, mulai saat diterimanya permohonan dengan persyaratan yang lengkap ;
2. Jangka Waktu Pelayanan untuk penerbitan Izin adalah 1 (satu) hari kerja (One Day Service),
mulai saat diterimanya permohonan dengan persyaratan yang lengkap ;
3. Apabila masih ada kekurangan / tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon ;

4. Petugas memeriksa kelengkapan persyaratan berkas permohonan

C. Persyaratan Pelayanan

No URAIAN PERSYARATAN

1 Pelayanan 0SS (Online Single 1) Fotocopy Akte Pendirian/Perubahan;

Submission) 2) Fotocopy KTP Pemohon;

3) Fotocopy Pengesahan Kementrian Hukum dan
HAM / AHU;

4) Fotocopy NPWP Pemohon dan NPWP Perusahaan;

5) Menyiapkan email aktif perusahaan;

6) Rekomendasi dari Dinas instansi terkait;

Catatan :

D. Biaya / Retribusi
Tidak dipungut Retribusi/pajak dikecualikan perizinan yang wajib membayar retribusin/pajak
dengan melampirkan bukti setoran sesuai tagihan dari instansi teknis.

E. Tinjau Lokasi Pelayanan lzin Usaha Perubahan Tidak diperlukan Tinjau Lokasi oleh Tim
Pertimbangan Teknis Perizinan dikecualikan perizinan yang waijib dikalsanakan tinjauan lokasi,

sebelum dilakukan proses penerbitan izin.
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PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO TIMUR Tanggal : 24pmeoimy 2023

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR il
(SOP) PELAYANAN OSS (Online Single | Revisi
Submission)

BAB IlI
LOKET DAN PROSEDUR PELAYANAN

B. Loket Pelayanan OSS (Online Single Submission)

Loket pelayanan perizinan berada di Front Office Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Timur, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 10 RT.
2 Telp. 081253780118 Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur, dengan cakupan pelayanan
antara lain sebagai berikut :

1. Meja Informasi / konsultasi / pendampingan : Petugas mempunyai tugas memberikan
penjelasan atas informasi yang diminta oleh pemohon. Disamping itu bisa juga memberikan
informasi / keterangan tentang izin yang masih dalam proses maupun yang sudah diterbitkan
serta memberikan pendampingan penerbitan NIB bagi pemohon yang mengajukan
permohonan pemrosesan izin dengan sikap yang ramah, komunikatif dan bersahabat ;

2. Loket Legalisasi Izin dan Arsip : petugas yang berada di loket ini mempunyai tugas untuk
melayani legalisasi fotokopi izin oleh pemohon yang membawa izin asli; melayani legalisasi izin
oleh pemohon yang tidak membawa izin asli sepanjang arsip izin dimaksud terdokumentasi.

3. Loket Pengaduan : petugas yang berada di loket ini mempunyai tugas untuk menerima dan
menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung oleh
pemohon sebagaimana ketentuan peraturan perundang — undangan yang berlaku.

A. Prosedur Pelayanan 0SS (Online Single Submission)

1. Pemohon memasukkan data perusahaan / usaha pada ruangan yang disediakan atau dapat
meminta untuk didampingi oleh staf bila kurang paham dalam penginputan data usaha pada
system OSS.

2. Bila telah selesai di input dan terbit NIB pada system OSS maka staf wajib mendata dan
menyimpan arsip NIB pemohon serta mencetak untuk diserahkan kepada pemohon.

3. Bila memang diperlukan pendamping memberikan penjelasan atas izin usaha yang wajib untuk

dilengkapi dokumen teknis nya serta prosedur pemenuhannya.



C. Makna dan Simbol / Flowchart

NO SIMBOL ARTI KETERANGAN
1 f ) Awal Proses

2 Proses

3 Dokumen / Berkas

-._._____,_-—-"""-'-__.
4 Melambangkan pengambilan
keputusan : ya atau tidak
5 > Garis alur proses




(eyesnieg
npu| Jowon) gIN

jusw g

(eyesniag ynpuj JowoN)
gIN ueuoyoULRd SENISE

(eyesniag
JouwiopN) gIN Uejigleuad S8s0.C

‘ueeyesniad |lBws jeWely ‘9

(dMmsy neje

yeled qifepn snjejs Iseunyuoy| [eyod Ip ¥a2ip esiq dMdN
ekuyepn neje pljeA) pljea Buek ueeyesniad dMdN ‘S
(dmsy neje yeled gifepn snieis

1seuwLjuoy [epiod Ip %ed1p esiq dMdN BAuepl neje piiep)
pijea Guef ueBueiossiad uopN Byesn NYejed dMdN F
eiebap

yejo pijiwip Bued eAuuie| wnyny uepeq / ‘yelseqg wnwn
ueeyesniad 'wnwn ueeyesniad ynjusqiaq Buek eyesn
uepeq i6eq eyes uepeg ueynjuaqusd WnynH Jeseq ‘g
winwin wnynH

ISELSIUILIPY |BIBPUS[ JElopali] Lep yajoladip BueAk
eyesq uepeg ueyesefiusad/ueieyepuad Py JOWON 2
‘ueeyesniad qeme(BunbBueusd 41y ‘|

uep uipJe) (eyesn uepeg) uebueloiad uop sexyleg
‘leins/jiews jewely ‘g

‘(dMsH neje

yeled qilepn snjels isewiyjuoy [epod Ip ¥8o1p esiq dMdN
eAuyepy neje pijep) pijiea buek uefuesoled dJMdN 2
‘nyjepiaq yisew Gued yuoipe|3

diM L uep uipie) uebueleoiad
seyieg ‘(eyesn uepeg) uebueioled UoN uep

uefiueiolad seyieqg Lep LI} g]N UBUOYOWIad Seyieg

(eyesniag

npuj Jowon) gIN
ueuOYOWIa Seyieq

wep |

(eyesniag ynpuj JowopN)
gIN UBUOYOLWLIad seyiag

S

(eyesniag
JowioN) giN Leosusw BueA e
nyejad Isessubay sesold

(eyesnieg

npuj JowoN) gIN
uBUOYOWLIR Seyieg

jusW g

(eyesniag ynpuj JowWoN)
gIN UBUOYOWLIBH SENYIeg

\L

(eyesniag ynpuj| JowoN)
UBUOYOWIB SBMIag uByyela

uebueiey

indino

npEM

uedeyBusiey

S0 Jojesedo

isexiyliaA sebnjad

(04d) 820
ol sebnad

mjeg MmNy

BUESHE[2d

SeAPY

(VHYSN¥38 YNANI YOWON) EIN NVLIS¥INId dOS



uey yes |p yepr

inding

uedexBuaja)y

ja)07 sebnjad Jojesadg seulq ejeday | Buepig ejeday 1sey

isexyuen sebmag 1seyyuan sebnjag

mjeg N

euesyelad

(g1) ueunbueg (gw1) ueunbueg Buef (gpy)) ueunbue

Jsey oS & eAunfuejeg UBHUIPUSW UZ]| HUSWI G UBjUIpUBI 2| UBUIPUSI UIZ| BWLIBUD

(gwi1) ueunbueg (gw1) ueunbueg ueunBueg UBYUIPUD

UBUIPUS UiZ)| HURW G uBjLIpUB uiZ| ujz) ueyipiajabue

[ _ uiz) uesyipejabua

_J [PV TTETITE

(8WI) ueuntueg (gw1) ueunbueg uep |ensas yeje) Gus

uesjuIpUsly UZ)| HusW G UBMIpUSIY UIZ) ull] 1seusyucy UeLILBUD

SEy|

ejeda)y| epedey uexiodea

(@wI) ueunbueg (awi) ueunbueg _J uep 1ensas yeja) Bu

UBUIpUSIY UjZ|| YuSW GL ueMLIpUB UIZ| U] IseuLyuOY UBLLILAUS

_ _ uebuede] isipuc

gIN uep uebuede 8IN uep uebuede| _J ueBuap [enses U] u

ueyasebuad sey| Husw pE ueyaocebuad |sey ejiqede ueyjseujuoyBuo)
ue)j|sEnSIUjWpE

ueyisessiuwpe | 1P yeys) Buek giN uebued

1p yeya) Bued uep (gw)) ueunbueg isexyuaA uep uebued

gIN Uep uiz] jeing ueipuapy uiz| % uenasabued 'uebued

ueuoyoulad sexeg|  bey | ueuoyoULIa sexeg ueempefuad ueyneR

uoyowad 8y uexEqUSNIP ISELILUONIP A\

SEIaq BYEW 'UBUOYOWIP [sewyuop yerey Bued gIN

Bue ueBusp sexiaq uelensas uete) Buek uep (g|) ueunbueg J\ USLLIJILLI

HEPRSY Neje sexlaq eped|  GIN Uep uiz| jeing uUIpUaly uiZ| ueynuawad ueejepus

uebueinsay jedepsa; ejqede UeloyouLad SeXieg wer | UBLOYOWISY Sexiag uep uegauad uByNyE|S)
1SBLILUONIP
{SBLUUOHIP yere) Bued giN

yeja) Buek uep (g} ueunbueg BIN e

JOWOU UBJEYEPUS Neje Jeseq|  GIN UEp Uiz jeing uBjUIpUS UIZ| BUES() UIZ| UBLOYOWLS

ueuiZUad JOS Uep uejnfue]| ueuoyouuad sexiag| WUSW G uBuUOYoULBd sexeg sexyJag uejyesalus)

uiz| uejiquebuag uedejauad | ejempeluad’uebuede|

SEJMMY

(sso)
(gwi) ueunbueg uejUIpUsl UIZ| dOS



ueBumyBur] U uewe| eped ueBunyBur uz|
UiZ| USLUpUOY| Juswl g ueBunyBury uiz) uswywoy| uep ueBunyBury uz) ueys
uebu:
ueBunyBun _uJ ueyjiyaebusu ueyyeulSLLBLW |
Uiz uswioy| Jusw g ueBunyBur uiz| uawywoy yejey Guek ] Isewuyuoy| L
ueBunyBu | _ ejeday epeday uexjodejaw L
uiz| uswypwoy| uuep DE ueBumyBury uiz| uswywoy) ye|ay BueA ulf] sewuyuoy u
g|N uep uebuede| gIN uep l _ ueBuede, 1sipuoy uebt
ueyaosabued jiseH wer | uebuede| ueyeoabuad jiseH yeje) uswijiioy ejiqede ueysew
uexiseqsiuipe
1P yeje} Buek
gIN uep ueSunxbur UBMISELSIUILIPE 1P Yeje) S
UIZ) Uswipwoy BueA g|N uep uebunyBur] uiz| & J\ 4 1seyyuaA uep ueBuede; ue
uBuoUoWIad seyleg uey | Uawijiwoy ueuoyouwliad sexieg ‘ueBuede| uejempefuad L
o4
Injejaw uoyouwiad|
) ueNl[equisiip
sexlaq
ejew 'uejuoyowp
BueA ueBusp D
seylaq uelensas| |sewyuoyip yeja) Buek ik J\ 1
yepuey neje sexieg|  giN uep ueBunyBun ISELULLIONIP ye|s}
eped ueBueinyay UIZ] USLLYILIOY Buek giN uep ueBumyBur uz) Usupiwoy L
jedepis) ejgede| ueuoyowad sexseg| wer | UaLLILLIOY| UBUOLOWIad sexueg ueejepuad uep uepiauad L
snpuj Jowou| Isewyuoyp yeja) Guek "
ueieyepued neje|  gIN uep ueBunbur ISELLYUONIP Yee)} '
leseq ueujzusd UIZ| USLUYWICY Buek g|N uep ueBunyBur uiz) gaIN uep ueBurnyBur uiz
4OS uep uginfueT| Ueuoyoulsd seyleg| HUSW G |uSLULLO) UBUOYOULID SENIag ueuoLoLLIad SBYIag ue>
SiUx8) g uep
ueempeluad'uebuede, Isensiuwpe (04) e2u0
indino nEM uedeyBus|ay Jojesadg Buepig ejeday | Buepig ejeday |uedelsuad 1sey | I1seyyuea sebmeyg 1sexyuaa sefimad | juoi4 sebmed
uebuesalay nyeq nnpy BuESyE|ad SERAYY

(sso)

uebunybui uizj uawWoy 4OS



(Md.Ls)eqejesep ueleyepuad epue] jeins dOs

_ v SSO uewe| ep:
ueleyepuad |
(Md1S) eqefeiepy (MdLs) EjRousLY Ul
ueseyepuad BqEjRIE\) UBIEYEPUS ueseye
Bpue| jeing| pualWw g epue| jeing jeing ue
_IJ,H_ ueseye
BINg uey
(Md1S) eqejeiep (MmdLs) ue
uelBYEpUAY BqE[EIR/\) UBJBYEPUS uep ensa
epue] jging| JuaW g BpuUE] JBINS A wil) isewwnyuoy
(Md1S) eqejesep (MdLs) um ejeday| epeday
ueleyepusq eqefese/\\ ueieyepuad Uep [ensa
Bpue] jeing| Jusw gL epue| jeing ulf] iseuLyuo
C i
gIN uep uebuede| gIN uep uebuede uebuap 1en:
ueyesabuad seH| wusw Qg ueyaoebuad isey ejiqede ueyiseu
ueNiseSIUIWPE I Yes)
ueyisensiulwpe Bued g|N uep (MdLS) k
1P yer@) Buek BQEJEIE\ UBIEYEPUS A N IsesjljLBA U
gIN Uep uiz| jeing epue| jeing uexeoabus
ueloyoulad sexseg| ey | ueUoyowIad sexseg uejempeluad
ISBLUYUONIP Ye|3) /\
04 Injejpw uoyowad 2y UBNiEgaYIP BueA gIN uep (MdLS)
sexiaq eyew ‘uexuoyowp Buef ueBuap |isewyuoyip Yeps) Buek BqE[RIEA) UBIBYEpUS A J\ 1
sexiaq Uelensas Yepljey Neje sexseq|  gIN Uep uiz) jeing epue| jeng uBynuSW
eped uebueinyay jedepsa) ejigede| ueuoyoulad sexsag| Wwer | ueuoyouad sexleg uep ueauad
ISEWIUONIP YE|8)
Bued g|N uep (MdLs) i
eyesnueq | Isewyuoy|p yejs} Buek Eqe[ee)\)\ UBIEYEpUS f uEp BqE[RIEA |
NpU| JOWOU UBJBYBPUSH NEJR|  GIN UEp UIZ| jeIng EpuE] jeIng Bpue] jeins u
Jese() UeUizuad JOS uep ugnfue| ueuoyouusd sexlag| jusw g ueuoyoulad seyleg seylag ue
siuE) Wi
uep uejempeluad ' uebuede; 1sensiuiwpe (0d) 220
nding npem uedesBusjay JojesedQ seuig ejeday | Buepig ejeday | uedejpusd isey 1sejyuan sebnjay 1sexyuan sebnjag juoi4 sebrjag
ueBueizjay mjeg mnp euesyejed SEJIAID
(sso)



uemaH uemaH eped eyes
JeqQ eyesq uiz|) Jusw g 18qO Byesp) uizj \ uep eyesn uiz|
eyesn uiz|
uemeH uemaH uep (e
jeqQ eyesn uizjj yusw g 1eqO eyesn uiz| uil] Iseunly
ejeday| epe
uemeH uemeH uep |e
1eqQ Byesn uizjjiusw gi JeqQ eyesn uizj ulf] 1seuy
u
gIN uep uebuede| gIN uep uebuede| uebuap
ueyesabued yiseH|iusw og | ueyeossbuad jiseH ejiqede uey
ueyjiseqsiuwpe
ueyisesnsiuiwpe 1P yeye} Buek P
1p yeje) Guek 8IN uep uema J \ IseyyLe
gIN uep uizj jeing 1eqQ eyesn uiz| 1 uexeoe
ueuoyouuad seyleg| uey | |ueuoyouued sexyieg ue|EMpE
04 Injejaw
uoyowad 8y ueyiequeyip Isewuyuoyip P
sej)laq eyew ‘ueyuoyowp yeyey Buek 1
BueA ueBusp seyieq uelensas| isewiyuoyIp yeje) Buek gIN uep uemsH J“
yepney neje seyseq eped gIN uep uiz| jeing 1eqO ByeS) uIZ| A ueynua
ueBueinyey jedepis) ejgede| ueuoyouuad sexleg| Wer | | ueuoyowad sexiag uep uepe
Isewijuoyip
yeje) Buek \(L
eyesniaq ynpuj| isewyuoyip yeja) buek gIN UEp uemaH
JoWwou ueieyepuad neje leseq gIN UEp uiz| jeing 1BqQ BYES() UIZ| uep eyesq u
UBuZUad JOS Uep ugnfue| ueuoyoulad sexyiag| JUsW G | ueuoyouuad sexleg sexs
Ssiua)}
Wi} Uep uejemp
eluad'uebuede|| Isensiuuipe
uedejauad Iseyyuan 1IseyyLan (0d) #awo0
ndino npPep uedeyBuajay| JojesedQ seuiq ejeday |Buepig ejeday 1sey sebnjed sebnjad oi4 sebnjad
uebueiajay mjeg niny Buesyejod sejl
(sso)

uemaH 1eqo odaq uiz| 4OS



ueyeLlalad eped eyesn L
ueyeuwlajad eyesn uiz|| Juew g eyes( uiz| uep eyesn iz ue
eyesn) uiz| ue
Ue:
ueewajed Uef
ueyeulajad Byes wizj| Jusw g ByESN uiZ| BueA uil] iselwyuo
seulq ey
ueyewajad _J ueyJodejaw Uef
uBjEUIB)Rd BYESM UZ|| Wuew G| eyesn uiz| Buek il isew.yuo
gIN uep ueBuede) gIN uep uebuede| Isipuoy uebuagp
ueyacebuad seH| wuew pg ueyaoabuad yiseH ull} eigede uejise
uexisensiuipe
ueyjiseqsiujuipe Ip yeje) Buek \
1P yeye Buek gIN Uep uejewsiad /\ i ISEXLIBA L
gIN Uep uizj jeing BUESN UIZ| A 4 ueyaosabu
ueuoyoulad seyiag uey | uBUOYOWIa seyleg uejempefua
04 Inejaw
uoyouwiad 8y ueyiequaIp ISEWIYUONIP
sexJaq exew ‘UByUOYOWIP yeye) Buek N\
BueA ueBuap seylaq ueensas| Isewyuoyip yejey Gued gIN Uep uejeulajad A / \ 1
Nepyay neje seysaq eped AIN Uep uiz| jeinsg Byesn uiz| / ueynuswa
uefiueinyey jedep.a) ejiqede| ueuoyowlad sexieg|  wer | uBUOUOULIBd SE)Iag UEp UEfeus
ISeluyuoNp
yeje} Buek Vo
eyesniaq ynpu)| sewyuoyip yers) Guek gIN Uep uexeulsiad
Jolwou ueleyepuad neje jeseq gIN uep uiz| jeins BUESM) UIZ| u v uep eyesn uz| |
ueuizZuad JOS Uep uepnfue| ueuoyolwlad sexieg| Jusw g usuoyoulad sexyiag seysag L
siuys)
g uep uejemp
eluad'ueBuede| | Isensiuwpe
uedejauad ISEXYUaA ISE)YLBA (04) 220
ndino e uedeyBusjey Jojeladp seul() ejeday Buepig efeday 1sey sefmey sebrjad ol4 sebmead
uebueiaiay nyeg nny Buesyejad SEPARY
(sso)

ueyeuialad eyesM uizj 4OS



SS0 uel

eped ByESn U2 Yejaou
eyesn uz)| sl S [(in1) Wisnpu| eyesn uiz| .| uep eyesn ugz uexyipiejebu
— e
uenpejebusw ueyyejuLBL
—|, uep [Ensas y
eyesn uz|| pusw g | (jn1) Hisnpul yesn uiz| .| BueA ujf] isewyuey UBLIIBU
seu|q ejeday epet
_J umpodejsLu Uep |BNS2S L
eyesn wiz)| pusw L [ (ini) msnpu) eyesn uizj Bued ujl| 1sewsyucy uBWAY
f _ uebue
gIN uep uebuede| gIN uep uebuede| _J 1sipuoy ueBuap |ensas U
ueyasabuad |seH| Huaw Og ueysoabuad |IseH ull] ejiqede ueyisewuoxBu
uesjisensiujwpe ueyjisensjujwpe| P uebue
1P yeye) Bued 1P yeyay Bued g|N uep 1se)yueA uep uebue
gIN Uep uiz] jeing (In1) Lsnpu| eyesn uz| IJ\ uesesabuad ‘uebue
ueuouowlad sexieg| bey | ueuoyouLad sexiag uejempefuad ueynyej
04 Injepw
uoyowad 8y UBM|EQLIBIP SE}IEq ISBLILUONIP IsewyuoNip

eyew 'ueyuouowwp Buek ueBusp yea) Bued yeys) Buek g uep A uauiL
SEXJ2q Lelensas Jepiay neje seygaq|  giN Uep uiz| jeing (In1) wsnpuj eyesn uiz| ueynuawad ueejept
eped uebueinyay jedepis) ejqede| ueuoyoulad sexiag| Wer | ueuoyouuad seyieg uep ueiauad ueynye)

1sewiyuoyip ISELuONIP i
eyesniag yeray bued yeye) buek giN uep v :
ANpU| Jouiou UeJEyEpUSd Neje|  gN uep uiZ| jeins (In1) [snpuj eyesn iz} [ uep BYES() LiZ] UBUOLOUL
Jese(] UeUIZUSd JOS Lep Uejnfue | ueuoyoulad sexyiag| Jusw g uBUOYoULISd SEyag sexieg uejyesafu

siua) wi uep
uejempe(uad'uebuede (0d) 2o
ndino e uedeybusiay Guepig ejeday uedejouad 1sey iseyuan sebnjad 1seyyuan sebnjag juou4 sebnjad
ueBueiaey nyeg nnp BUESYE[ad SEJAPIY
(sso)

(in1) wsnpu| eyesn uiz| 4OS



O

SS0 ueuwe| eped Buer

N
(oay) (oaL) EpUE | E]90USW UE
Guepno Jeyeq epuel| Juswg Buepng Jeyeq epue] 1eye( BpUE] LB
Jeyeq epue uexq
(oal) (oaw) uBBYBIULAWSW UBp B
Buepno Jeyeq epue|| pusw g Buepns) Jeye(q epue| Buek ulf] 1sewuyuoy u
2 seu|q ejeds
(2al) (oaL) uexlodejalu uep ie
Buepns seyeq epue]| jusw G| Buepns) Jeye( epue | Buek uif| 1sewuyuoy u
gIN uep ueBuede| gIN uep ueBuede| 1sipuoy uebuap e
ueyeoabuad seH| uuaw g ueyaoabuad iseH ull| epgede ueyiseul
usyjiseqsiuiLpe ueyj|seqsiujLpe Ip yejs}
1p yeje} Bued Buek giN uep (9al) A J e ueBuede
IN Uep uiz| jeing Buepns) Jeye( epue] uep ueBuede; ue
ueuoyowed sexjeg| uUey | ueuoyowiad seyieg ‘ueBuede| uejempelfuad L
04 Injejew uoyowesd
@ Uey|jequiayip sexiaq ™\
ejew ‘ueuoyowip Buek |sewwyuoNip Yea}

ueBuap se)iaq uelensas|isewyuoyip yeja) Buel Buek giN uep (9al) A J\ 1
yepnay neje sexiaq eped gIN uUep uiz| jeing Buepng Jeyeq epue | usuiwoy ueynuawad |
ueBueinyay jedepls) ejgede| uUeuoyolWIad sexeg| wer | ueuoyouliad seyieg uep uenjauad U

Isewiyuoyip ye|s} -4
eyesniaq ynpuj Jowou|isewyuoyip yeje) Buek Bued giN uep (9aL) _\ V_
ueleyepuad neje Jeseq gIN uep uiz| jeins Buepng Jeyeq epue| gIN uep ue
ueuzUad JOS Uep ueinfue| ueuoyouwad sexieg| HuSW G ueuoyowlad sexyiag seylag uey
SIe) Wh uep |
nding npiep uedexBuajay uejempeluad'uebuede) ISEASILILpE (04) sow0
Jojesadp seuiq ejede)| | Guepig ejeday | uedejauad 1sey | Isexyuen sebnjad 1sexyuan sebnyad o4 sebBnjad SEAPIY
uebuesajay nyeg ninpy BUESHEjRd
(sso)

(9aL) buepny seyeq epuel 4OS



SSO uewe| e
EjesiMiEd BUES() JB)

N

(dnal) elesimued (dnal) eesmued yEjeoUaL UBp BJESIML
eyesn Jeyeq epuej| juawg eyesn) Jeyeqg epuel {eyeq epue | uexy
BUES) UIZ] UE3J!
(dnal) elesimued (dnal) elesmued UBNYBJULIBWISL UBD [E
Byes Jeyeq epuej| jJuswg eyesn Jeyeq epue BueA ull] iseuwyuoy u
U sBeul] ejeds
(dnal) elesmied (dnal) eyesimued uexode|ai uep e
eyes) Jeye epue]| Juaw G| eyes( Jeyeq epue| BueA wil] iIsewuyuoy u
gIN uep uebuede| gIN uep uebuede| |sipuoy ueBusp e
ueyeosbuad jiseH| Juew og ueyeoabuad jiseH ull] epgede ueyisews

ueyisegsiuiipe

ueseqsiuiLpe I yejs) Bueh giN 1
1p yeja) Buek uep (dnNaL) esesimied A
gIN uep uiz| jeins eyesq Jeye( epuej isexyuan uep ueBuede| ue
uBuoyoullad seyiag| ey | ueuoyoulad seyiag 'ueBuede| uejempeluad L
04 Inefaw ISEWLOYIP \/
uoyoiad 8y uexeqLUSIP SEXISq yeje) Bued giN
exew 'ueyuoyow|p BueA ueBusp |iIsewyuoyip ye|e) Buek uep (dnal) eyesimued A Jﬂ 1

seyieq UBENSeS Yepnay Neje seyiaq gIN uep uizj jeins BYes() Jeye(] epue| uawywoy ueynuawad |
eped ueBueinyey yedepia) ejgede| ueuoyouliad sexieg| Wer | ueuoyouliad sexlag uep uegauad L

IseLyuONip

yeje) Buek giN VoW
eyesruaq|isewyuoyp yeje) Gued uep (dNQal) eyesimued _n v
%Npu| Jowou ueseyepusd neje gIN uep Uiz jJeing BYes( Jeyeq epueL gaIN uep |
Jese(] UeUZUSH JOS Uep uenfue]| ueuoyowlsd sexlag| juaw g ueuoyowad sexlag uBuOyoWIa 4 SENISF UB)
nding nEM uede)yBuajey| siUye) Wi Uep ueje
uedejeuaq |mpeluad'uebuede| ISE4SIUILLPE (04) #2wo
Jojesedo seuiq ejeday | Buepig ejeday| 1sey 1seyjyuan sefnad 1sexyuan sebmad juoi4 sebnjag ———
uebueiaiey nyeg mnpy euesye|ad

(sso)

(dnal) ejesimued eyesp Jeyeq epuel 4dOS



(dnis) ueBuebepiad

uewue| eped eyesn u

eyesn uizj| Juswg Byesy) uiz| jeing UEp BUESN UiZ] UE>
l _ Byesn uiZ| ue
(dnis) uebuebepiad uexyejuLBWAW Uep
Byes( uz|| Jusw g BUES() UiZ| JRINg BueA uil) iseuwijuo
seul(] Efe
(dnis) uebuebepiad l _ uesodejsw uep
ByesM uiz|| Jusw gl Byes) uiz| jeing BueA il iseuuyuoy
gIN uep uefuede giN uep uebuede| f _ 1sipuoy uebusp
ueyeosbuad |iseH| Jusw OE umyeoabusd |iseH I ull| ejiqede ueyiseu
ueyjisensiuILpe
ueyjiseAsiuILpE 1p yeye) Gued g|N uep
1p yeje) Bued (dnis) uebuebepiad ueBuede; -
g8IN uep uiz| jeing eUES() UiZ| jBING AV 1 uebuede) uexaoabus
ueuoyouLad sexieg|  Ley | uBUOYOWLRd SEIag A uejempefuac
04 Injejaw
uoyowad a UBXIjEqUIaYIP ISBWILUONIP
sexiaq YW ‘UBUOOWIP yee) Buek gjN uep 7\
BueA ueBuap seseq Uelensas | ISBLUONIP Uefs) Buek (dnis) uebuebepiag A J\ -}
epusy neje sexieq eped|  gIN Uep uiz| jeing BUES() UIZ| 1BINS UeynuaLLs!
uebueinyey jedepie) ejiqede| Ueuoyoulad sexieg|  wer | UBLDUOULIRd SENiag Uep uepjauac
1sewyuoyip
yes) Buedk gy uep 7
ByesnIaq ynpu| | IsewyLoyp yes) Buek (dnig) uebuebepiag E ﬁ
Jowou ueseyepuad neje Jeseq gIN uep uiz| jeing EYES UZ] JINS gIN uep eyesq) uizj L
ueuZURd JOS UEp uBjnfue| UBUOYOW.ad Sexisg| HuBw G ueuoyouLiad sexiag sexiag Ut
SIS} Wi
uep uejempeluad'uebuede| 1sensiuiwpe (04) sowo
inding NPEM uedeyBusiay lojesado seuiq ejeda) | Buepig ejeday | uedejauad isey iseyuan sebnjad 1sexyuan sebnjad juoi4 sebnjag
uebuesaay| g NN BUES)ER] == SEAIPY
(sso)

(dnis) uebuebepiad eyesn uiz| jeing dOS



SSO uewe| eped uiz| jeu

ISBYOT UZ| Uauqiuoy| Jual g 1SE07] UiZ] USUILIOY | ieeouaw uep uiz) uexypejabus
ugz| uejipiejabus
UBUEBJULBWSW Uep [ENS
1SE07] UIZ) USWHLIOY Jusw g 1SENO0T] UIZ| UaWjiWo)] -|yere) Bued uilj Iseuuyuoy UewLBUS
I _ seu|q eed:
_J, epeday uexsodejsw uep iens
I1SENOT) UjZ] UBLLJILIOY Jusw g 1SENO0T UIZ| USWILLIOY yeya) Bued :E 1SEULILOY UBWILIBUS
€IN uep 1sexo uiz| BIN uep IseyoT uiz| uebuede) 1sipu
uswoy uefuede; uswiywoy uebuede) —J uebBuap [ensas Yeja) usLujL
uejeoabuad |IseH|  Juswi oe uesabuad iseH Ejiqede ueyjiseuuoyBuc
04 Infefew uoyowad
2Y UB)jleqUIDNIP SENIBq
few ‘uesUooWIp
Buek uebuap
SE}JOq UR[ENSSS
JEpHOY Neje sesioq gIN uep N\ ueBuEC
eped uebueinyey gIN uep uebuede; ISEMNO LIZ| USLUILLIOY A J\ 1sexyuan uep uebuede uesasabu
jedepia) ejiqede uesaoabuad iseH uey gl uBuOYouliad sexiag g 1 ‘uefiuede) uejempefuad ueynie|s
04 Inejew uoyouwad
2y ueNjjequIayip sexiaq
Exew ‘usjuoyowip
Buek ueBuap
sexaq ueiensas >
Hepliay nNeje sexlaq aiN uep gIN uep A J \. 1
eped ueBuesnyey| |SEHOT UIZ] UBLLHILIOY 1SEX07 UiZ| UBWIIUOY UBWIHILIOY UeynUaLU
jedepia) eqede|  ueuoyouuad sexieg uier | ueLOYOLLIad sexleg ueejepuad uep ueijauad UB)MIe}E
eyesniaq ynpuj
Jowou uBlelEpUIY diN uep giN uep 7
neje Jeseq UBUIZUDd |  ISEXOT UIZ| USLUJIO) ISE}OT UIZ) UBWIWO) | v GIN Uep [SeX07] UIZ| LaUIjjuK
dOS Uep ugjnfue]|  ueuoyoulisd sexeg yusw g ueuoyouLiad sexeg UBUOUOULIB Sexlag ueyyeiaAuz
SIUNa) Wi uep
ueempe(uad' ueBuede) Isens|uwpe (04) 22u0
ndino npEmM uedeyBuaja)| Jojesado seulq ejeday| Guepig ejeday| uedejauad 1se) 1sexyuah sebnjag 1sexyian sefinjad juoi4 sebnjad
ueBueiajey Tijeg mnpy BUESHE[S SEJAPIY

(SS0) ISYMO1 NiZI NIWLINOY dOS



S
/ eped uiz| jeing
1BqQ 0o uiZ]| JusW G 18q0 00 UiZ| uep uiz| uexyy
Uiz| uexin
I _ UBHYE
_J, UEp [ensas |
JeqQ oyoy uizj| jusw g 18QQ 030 uiZ) ulf] 1seuIyuoy u
ejeday| epeday ue
| uep [ensas |
JBqQ 0O uiZ]| Jusw G| 1eqQ 030 uiz| ulf] IseuLyuoy u
I _ uebue
AIN uep ueBuede| gIN uep uebuede| _J ueBusp lensa
ueyeocsbued jiseH| Wuaw Qg ueyasabuad |seH ejiqede ueyjiseLul
uey|sensuiwpe uey|Seqsiujupe >
1p yeey Buek 1p yeje) Bued N \ 1 ISENULISA UBp
gIN Uep Uiz 1eINg gIN Uep 1890 oo A A uexeoebuad
ueuoyowiad sexJeg| uey| |uz| ueuoyouuad sexleg uejempefuad U
04 Infejew uoyowad
&) uejliequuaNip sexieq exew \/
‘uexuoyowip Buek ueBuap sexJaq|isewyuoyip yeje) Bueld ISELULLONIP yeja) Buedk Iy \ 1
uelensas yepay neje sexieq gIN uep uizj jeing gIN uep jeqQ 030 J, ueynuawad L
eped ueBueimyjay jedepis) ejigede| ueuoyowlsd sexjeg| Wer | |uizj ueuoyouliad seylag uep uepijeuad L
eyesnuaq|isewyuodip ye|s) Buek ISELLLUOYIP ye|s) Buek \|<
3Npu| Jowou ueseyepusd neje gIN uep uiz| jeing gIN uep jeqo 0oL \ v eyesn uiz| uel
1EsE(] UBUIZUSH JOS Uep UBInfueT| Ueuoyowlsd sexieg| Wusw G |uiZ| UBUOYOULIRH SE)IeE seyIag uey
SIS} Wi uep uefe
uedejauad |mpeluad'uebuede) |seqsiujwpe (04) 2o

ndino npem uedesBus|ay JoyesedQ seu|(] ejeday| |Buepig eleday 1Se Isexyuan sebrmag iseyyuan sebmagd o4 sebnjag

uebueisiay nyeg mnpy CICS LR SEARNY

(SSO) 31eq0 0)oL uiz| dOS



(o) ——
N eped uiz| jeing yejasuau|
yojody uiz|| yusw G yejody uz| uep uiz| uexypajebuapy
uiz| ueyyayebuaw
uByyBuLIS AW
_J uep ensas yeja} Guek
yejody uizj| JusW G yejody uiz| ulf] Isewliyuoy ueLULauapy
seuiq
ejeday epeday ueylodejow
| _ uep fensas yejs) Guek
yejody uizj| yusw G| yajody uiz| ulf] ISeuLIyuOy UBLULIBUBJY
ueBuede, isipuoy
gIN uep uebuede| gIN uep uebuede| _JU ueBuap lenses yess uil
ueyaoebuad iseH| puew g ueyaoabuad |IseH ejigede ueyiseuuyuoyBuop
UByISENSIUILPE \)I. uebBuede)
1P ye|a)} Buek ueyjiseqsiuIWpE Ip Ueje) N 1 1sexylaA uep ueBuede
gIN uep uiz| jeing Buek g|N uep yajody A A ueyaoabuad ‘uebuede|
ueuoyoulued sexseg| ey | uiz| Ueuoyouad sexlag uejempeluad ueynye|ay
04 Inejpw uoyowsed

2y uey[equayIp sexiaq exew .\/
‘ueyuoyowip Bueh ueBuap sexiaq|isewyuoyip yeje} Buek ISELWYUONIP Yele) 1 Uaywoy
uelENSaS YEplay Neje seyiaq HIN uep uiz| jeinsg Bueh giN uep yajody A J\ ueynuawead ueejepuad
eped ueBueinyay jedepis) ejiqede| ueuoyowied sexleg| wer | |uiz| ueuoyowlad sexlag uep uegauad uelnyed

Wy
eyesniaq|isewyuoyip yejs) Buek IsewyuoyIp yejay " — gIN uep
3Npu| Jowou UBJEYEpUad Neje gIN uep uiz| jeing BueA giN uep yaj0dy \ v BUES() UIZ| UBUCYOWLIB Y
Jese(] UBUZUSd 40OS Uep uenfue| ueuoyouwlad sexseg| Jusw G |uiz] UBUOYOWIa SEXieg sexlag ueyyesaluap
SIUY8) Wi uep ueje
uedejauaq |mpefuad'uebuede| ISBLSIUILPE (04) =20
ndino e uedexBuajay JojesadQ seuiq ejeday |Buepig ejeday 1sey 1seyyuan sebryad 1sexyuaa sebmad wo.4 seBnjad
uebuesajay [CEEL BUESHE[ad SEPARY
(sso)
¥ajody uiz| dOS



